
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang omor 28 Tahun 1998 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik , 
Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
egara (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 
omor 47, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 

Nomor 4287): 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 omor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone ia omor 4389); 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningk ... uMl.a 
egeri Sipil Pemerintah Daerah -~-~-~ 

memperhatikan kemampuan Ke 
memberikan Tambahan Penghasilan K ......... ....._ 
Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klat . : 

b. bahwa berdasarkan Persetujuan Dewan P ... 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tah 
Januari 2008 tentang Persetujuan Pem 
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pem 
Kabupaten Klaten Tahun 2008, maka perlu 
Peraturan Bupati Klaten tentang Pemberian 
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 
Kabupaten Klaten ; 

BUPATIKLAT 

DENGAN RAHMAT TUHA . 

PEMBERIAN T AMBAHA . P . . H I 
SIPIL PEMERINT AH KABt P 



l ndang- ndang . omor 1.: Tahun _00-l tentang Pernerik aan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan egara 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 66. 
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 4400): 

7. ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4422); 

9. Peraturan Pemerintah omor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya ndang- ndang omor 12, 13, 14 dan 15 
Tahun 19-0: 

10. Peraturan Pemerintah 'omor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran egara Republik Indonesia 
Tahun 2005 'omor 49. Tambahan Lembaran egara Republik 
Indonesia omor 450"): 

11. Peraturan Pemerintah . .omor -8 Tahun _oo- tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 1 'egara Republik 
Indonesia Tahun 200- 1 omor 1-lO. Tambahan Lembaran .egara 
Republik Indonesia omor 4-78): 

12. Peraturan Pemerintah omor 79 Tahun 200- tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomr 82, Tambahan 
Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008; 

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008; 



BERITA DAERAH KABUPATE KLATE TAHUN ·1:"·11'iJ NOMOR 3 ... 
Ka Sub Bid Penyusunan 
dan Perhitungan APB D 

Ka Bid Anggaran 

Ka Bag Hukum 

Ka Sadan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Sekretaris Daerah 

TELAH DITELITI 
OLEH TANGGAL PAR AF 

SUN ARNA 

BUPATI KLATEN, 

-~~~--~~~--..:"' 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal i. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah 
Kabupaten Klaten. 

Pasal 5 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 
Tambahan Penghasilan sebagaimana dim ·- P 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan B I ~"' D 
Kabupaten Klaten Tahun 2008 dan dikelom can - agai 
Belanja Tidak Langsung pada setiap Pos Satuan Kerja Perang ca 
Dae rah. 

ems Pegawai • egeri ipil h 
tambahan penghasilan. 

Pasal 1 Tambahan P 
dilak anakan 

Pernerintah 
sebagaiman 

: 

INDARWANTO 

Diundangkan di Klaten 

ada tanggal 11 . 2.. • 1, a 
S KRETARIS DAERAH KABUPATE KLATE , 



J 

,. 
SUNARNA 

BUPATI KLATEN, 

c: 

Ka Bid Anggaran 

Ka Bag Hukum 

Ka Sadan Pengelolaan 
Keuangan Daer ah 

Sekretaris Daerah 

TELAH DITELITI 
OLEH 

PAR AF TANG GAL 

250.000 
175.000 
175.000 
175.000 
150.000 
140.000 
135.000 

150.000 
130.000 

150.000 

225.000 
150.000 
150.000 
150.000 
140.000 
135.000 
130.000 

130.000 

I -.000 
. -: ~o 

2.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

650.000 
500.000 
350.000 
250.000 
225.000 
I 00.000 
100.000 

Jumlah Tambahan 
Penghasilan per bulan 

(Rupiah) 

3 

16. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekolah dan PPKKS 

a. Bendahara Pengeluaran 
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu 
c. Pembantu Bendahara Pengeluaran 
d. Bendahara Barang Unit 
e. Pembantu Bendahara Barang Unit 
f. Pengurus Barang Unit 
g. Pembantu Pengurus Barang Unit 

14. Pada SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja 
lebih dari Rp. 5 milyar: 
a. Bensahara Pengeluaran 
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu 
c. Pembantu Bendahara Pengeluaran 
d. Bendahara Barang Unit 
e. Pembantu Bendahara Barang Unit 
f. Pengurus Barang Unit 
g. Pembantu Pengurus Barang Unit 

15. a. Bendahara Penerimaan 
b. Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Peneri 

L. ·o 
urang dari Rp : m·. ar: 

a. Bendahara Penge uaran 
b. Bendahara Pengeluaran Pem an 
c. Pembantu Bendahara Pengeluara 
d. Bendahara Barang Unit 
e. Pembantu Bendahara Barang Unit 
f. Pengurus Barang Unit 
g. Pembantu Pengurus Barang Unit 

13. Pada SKPD denganjumlah Anggaran Belanja 
antara Rp. 2 milyar s/d kurang dari Rp. 5 milyar: 

2 

Tambahan Penghasilan 
Diberikan kepada 0 

TA GGAL /-:).. 

TA \IBAHA~ PENGHASILAN KEPADA PNS PEMERINTAH 
KABlJPATE KLATEN TAHUN ANGGARAN 2008 

LA PIR 




